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RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 74/PUU-XVII/2019 

“Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu” 

 

I. PEMOHON 

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri (Ketua Umum dan Sekretaris 

Jenderal DPP Partai Garuda) 

Kuasa Hukum: M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan 

Hendarsam Marantoko, S.H., CLA. 

 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

Undang-Undang adalah: 

1. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 
tentang hasil Pemilu”. 

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), menyatakan bahwa:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, menyatakan bahwa: 

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
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lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi” 

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”  

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa: 

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 

 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah 

pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang”, yaitu:  

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama);  

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;  

c. badan hukum publik atau privat; atau  
d. lembaga negara. 

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 

hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa 

untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian;  

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus 
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial 
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian;  
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e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 
maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

3. Bahwa Pemohon adalah Partai Garuda Peserta Pemilu Tahun 2019, 

setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum. Proses verifikasi tersebut membutuhkan biaya 

yang besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 

1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% 

Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Selain itu ada juga keharusan 

menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses 

verifikasi. 

4. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan 

potensi kerugian bagi Pemohon, yaitu keharusan untuk mengikuti kembali 

proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin 

kembali mengikuti Pemilu dimasa yang akan datang. Jika Pemohon gagal 

memenuhi syarat verifikasi tersebut, maka Pemohon akan dinyatakan 

tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu setelah Pemilu 2019. 

 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DOMOHONKAN PENGUJIAN 

Pengujian Materiil Undang-Undang Pemilu: 

1. Pasal 173 ayat (1): 

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah 

ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

1. Pasal 28: 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

2. Pasal 28D ayat (1): 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. 

3. Pasal 28D ayat (3): 

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan. 
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VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti Pemilihan 

Umum dengan memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yaitu: 

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai 
Politik; 

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 
c. memiliki kepengurusan di 750% (tujuh puluh lima persen) jumlah 

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan 

di kabupaten/kota yang bersangkutan; 
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan 
partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada 
KPU; dan 

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU.  

2. Bahwa untuk menjadi peserta Pemilu tersebut, Pemohon mengeluarkan 

biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan. Oleh karena 

itu Pemohon berhak mengikuti Pemilu yang dilaksanakan setelah UU 

Pemilu disahkan yaitu Pemilihan Umum 2019 serta Pemilu-Pemilu 

berikutnya.  

3. Bahwa secara prinsip, semua UU dibuat bukan untuk kurun waktu 

tertentu, begitu juga UU Pemilu dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, 

tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan UU 

tersebut.  

4. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika 

hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini 

dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi 

tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga 

untuk Pemilihan Umum berikutnya. Jika potensi kesalahan penafsiran 

tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan 
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haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 

5. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (1) adalah konstitusional dan 

tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D 

ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut 

berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. 

6. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika 

hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini 

dikarenakn tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil 

verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi 

juga untuk Pemilihan Umum berikutnya. Jika hal tersebut benar-benar 

terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berserikat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

 

VII. PETITUM 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-

undang yang diajukan oleh Pemohon. 

2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hasil verifikasi Pemilu 2019 

tersebut berlaku untuk Pemilu selanjutnya. 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara 

a quo agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. 

 

  

 


